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Kata  Pengantar
Meningkatnya jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu bara yang diren-
canakan untuk dibangun mengakibatkan meningkatnya potensi dampak negatif terha-
dap ekosistem pesisir dan laut yang ditimbulkan kegiatan tersebut. Untuk itu, dibutuh-
kan peraturan perundang-undangan yang kuat untuk mengendalikan kegiatan PLTU 
Batu bara sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem pesisir dan 
laut. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang advokasi hukum lingkungan, Indonesian 
Center for Environmental Law (ICEL) memandang adanya kebutuhan dan urgensi un-
tuk menyusun Kertas Kebijakan ini. Kertas Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong 
adanya pembentukan peraturan baru yang khusus menetapkan baku mutu air limbah 
dari PLTU Batu bara yang dibuang ke laut. Peraturan baru ini akan memberikan perlin
dungan hukum yang lebih kuat bagi ekosistem pesisir dan laut dari potensi pencema-
ran dan/atau kerusakan yang dihasilkan kegiatan PLTU Batu bara.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi de
ngan berbagi pengetahuan, data, informasi, dan pengalaman yang sangat membantu 
Penulis dalam menyusun Kertas Kebijakan. Tidak lupa juga Penulis ucapkan terima 
kasih kepada seluruh tim penulis Kertas Kebijakan ini atas kontribusinya.

Penulis menyadari bahwa Kertas Kebijakan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh 
karena itu, penulis senantiasa menyambut saran dan kritik yang konstruktif dari para 
pembaca untuk memperbaiki penelitian penulis kedepannya. Akhir kata, penulis ber-
harap Kertas Kebijakan ini dapat bermanfaat untuk peningkatan sarana pengendalian 
kegiatan pembuangan air limbah PLTU Batu bara ke laut.

Jakarta, 15 November 2018
Henri Subagiyo

Direktur Eksekutif 
Indonesian Center for Environmental Law
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Ringkasan  Eksekutif
Perlindungan hukum yang kuat dibutuhkan untuk menciptakan laut yang sehat dan 
lestari. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menciptakan peraturan 
yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berpotensi mencemari 
dan/atau merusak lingkungan sehingga tidak mencemari laut. Semakin masifnya ke-
giatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu bara mengakibatkan 
kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang berpotensi mencemari dan/atau meru-
sak lingkungan, terutama karena sebagian besar kegiatan PLTU Batu bara dilakukan di 
wilayah pesisir. 82% PLTU Batu bara, baik yang rencana ataupun sudah dioperasikan, 
terletak di wilayah pesisir. PLTU Batu bara terletak di  wilayah pesisir karena membu-
tuhkan air laut dalam jumlah besar. Menurut Greenpeace (2013), jumlah air yang dipa-
sok 8.359 PLTU Batu bara yang ada di dunia ini dapat memenuhi kebutuhan air untuk 
1 milyar orang. Akibatnya, dampak negatif yang ditimbulkan kegiatan PLTU Batu bara 
terhadap ekosistem pesisir dan laut pun juga signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan 
peraturan perundang-undangan sebagai sarana pengendalian yang dapat mencegah 
pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem pesisir dan laut dari kegiatan PLTU Batu 
bara.  

Kertas kebijakan ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan dari peraturan perun
dang-undangan yang ada dalam mencegah pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem 
pesisir dan laut dari kegiatan PLTU Batu bara. Peraturan perundang-undangan yang di-
analisis di sini adalah (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU No. 32 Tahun 2009), (2) Keputusan Menteri Ne
gara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut (“KepmenLH 
No. 51 Tahun 2004”), (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 
2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik 
Tenaga Termal (“PermenLH No. 8 Tahun 2009), dan (4) Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2016 
tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Bera-
cun di Fasilitas Penimbusan Akhir (“PermenLHK No. 63 Tahun 2016”). Data yang digu-
nakan dalam Kertas Kebijakan ini diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) yakni (1) daftar PLTU-PLTU Batu bara di Indonesia sampai dengan 
tahun 2015, (2) daftar izin pembuangan air limbah ke laut sampai dengan tahun 2017, 
dan (3) laporan pemantauan kegiatan pembuangan air limbah PLTU Batu bara yang 
terdiri dari laporan 21 PLTU di Indonesia dari bulan Juni 2016 sampai bulan Juli 2017. Di 
samping itu, digunakan pula perbandingan dengan baku mutu air limbah dari Amerika 
Serikat. Berdasarkan hasil  analisis, Kertas Kebijakan ini akan memberikan rekomendasi 
untuk memperkuat peraturan perundang-undangan sehingga dapat secara maksimal 
mencegah timbulnya dampak negatif dari PLTU Batu bara bagi ekosistem pesisir dan 
laut. 
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I.	 LATAR  BELAKANG

Jumlah pembangkit listrik yang ada di Indonesia, baik yang sudah beroperasi atau ma-
sih direncanakan, didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (“PLTU”) Batu bara 
dan sebagian besar PLTU Batu bara tersebut terletak di wilayah pesisir. Dalam Rencana 
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (“RUPTL”) 2018-2027, target bauran energi akhir tahun 
2025 untuk PLTU Batu bara paling besar yaitu 54,4%1 sedangkan untuk energi baru ter-
barukan hanya 23%, gas 22,2%, dan untuk BBM 0,4%.2 Untuk mencapai target tersebut, 
sudah ada PLTU Batu bara dengan total kapasitas 26.805,95 MW yang beroperasi di-
mana 24.435,96 MW atau 91,3% dari total kapasitas tersebut terletak di wilayah pesisir 
(Gambar 1).3 Sedangkan jumlah kapasitas PLTU Batu bara yang direncanakan dalam 
RUPTL 2018-2027 adalah 26.911 MW dan yang terletak di wilayah pesisir sebesar 19.611 
MW atau mencapai 73% (Gambar 2).4 Secara keseluruhan, jumlah kapasitas PLTU Batu 
bara, baik yang rencana maupun yang sudah beroperasi, yang terletak di wilayah pesisir 
mencapai 44.047 MW dari total 53.717 MW atau 82% (Gambar 3).5 

Masih dominannya penggunaan PLTU Batu bara di Indonesia berpotensi menimbulkan 
dampak negatif bagi lingkungan, termasuk dampak negatif bagi ekosistem pesisir dan 
laut. Perlindungan ekosistem pesisir dan laut menjadi aspek yang perlu diperhatikan 
karena kegiatan PLTU batu bara umumnya terletak di wilayah pesisir. Seluruh kegiatan 
operasional PLTU Batu bara, dimulai dari transportasi batu bara, penyimpanan batu 
bara, sampai air limbah hasil pembakaran batu bara, dapat menurunkan kualitas air 
laut dan menganggu kehidupan flora dan fauna air. Atas permasalahan ini, Indonesian 
Center For Environmental Law (ICEL) memberikan perhatian khusus dengan menyusun 
Kertas Kebijakan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mem-
perkuat kebijakan yang sudah ada.

GAMBAR 1 PLTU-B Pesisir
24.435,96 MW

PLTU-B non Pesisir
2.369,99 MW

Perbandingan Jumlah 
Kapasitas PLTU-B Pesisir 

yang Beroperasi

9%

91%
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Kertas Kebijakan ini akan berusaha menjawab dua pertanyaan penelitian berikut:
1.	 Apakah peraturan perundang-undangan yang ada dapat mendukung upaya pence-

gahan pencemaran dan/atau kerusakan laut dari masifnya pembangunan PLTU Batu 
bara di wilayah pesisir?

2.	 Apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk memperkuat peraturan perundang-un-
dangan dalam mencegah timbulnya dampak negatif dari kegiatan PLTU Batu bara 
terhadap ekosistem pesisir dan laut?

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun Kertas Kebijakan ini adalah pene-
litian hukum normatif6 yang bertujuan untuk menganalisis kelemahan dari peraturan 
perundang-undangan yang ada dalam mencegah pencemaran dan/atau kerusakan laut 

GAMBAR 2

GAMBAR 3

27%

73%

18%

82%

PLTU-B Pesisir
19.611 MW

PLTU-B Pesisir
44.047 MW

PLTU-B non Pesisir
7.300 MW

PLTU-B non Pesisir
9.670 MW

Perbandingan Jumlah 
Kapasitas Rencana 

Pengembangan PLTU-B Pesisir

Perbandingan Jumlah 
Kapasitas Rencana dan 

Operasional PLTU-B Pesisir 
dan PLTU-B non Pesisir
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dari kegiatan PLTU Batu bara. Ada tiga jenis data primer yang penulis dapatkan dari 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yakni (1) daftar PLTU-PLTU Batu 
bara di Indonesia sampai dengan tahun 2015, (2) daftar izin pembuangan air limbah ke 
laut sampai dengan tahun 2017, dan (3) laporan pemantauan kegiatan pembuangan air 
limbah PLTU Batu bara yang terdiri dari laporan 21 PLTU di Indonesia dari bulan Juni 
2016 sampai bulan Juli 2017 (“Laporan Pembuangan Air Limbah”). Laporan ini berisi 
laporan pemantauan baku mutu air limbah yang dilakukan setiap bulan dan laporan 
pemantauan baku mutu air laut yang dilakukan 3 bulan sekali. Dari 17 PLTU Batu bara 
ada 2 PLTU Batu bara yang tidak membuang air limbah ke laut sehingga Laporan Pem-
buangan Air Limbah ini hanya berfokus pada 15 PLTU Batu bara saja yang membuang 
air limbahnya ke laut.7 

Ada empat peraturan yang menjadi bahan hukum primer yaitu: (1) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 
No. 32 Tahun 2009), (2) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 
2004 tentang Baku Mutu Air Laut (“KepmenLH No. 51 Tahun 2004”), (3) Peraturan Men
teri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi 
Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal (“PermenLH No. 8 Tahun 
2009), dan (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor P.63/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penim-
bunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbusan Akhir (“Permen-
LHK No. 63 Tahun 2016”). 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, permo-
honan informasi ke KLHK yang dilakukan dari tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan 
7 Juni 2018, serta diskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 
ahli-ahli di bidang pencemaran laut, wilayah pesisir, dan PLTU batu bara. Pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) pendekatan perundang-undangan dan 
sinkronisasi untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan terkait pencega-
han dampak negatif dari PLTU Batu bara terhadap ekosistem pesisir dan laut secara 
komprehensif dan (2) pendekatan perbandingan dengan baku mutu air limbah dari 
PLTU Batu bara dengan Amerika Serikat.8 Pemilihan negara Amerika Serikat dengan 
pertimbangan adanya ketersediaan data dan dokumen dari negara tersebut. Data akan 
dianalisis secara kualitatif untuk menjawab dua permasalahan hukum yang telah dija-
barkan di atas.
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II.	 Potensi  Dampak  Negatif  
Kegiatan  PLTU  Batu bara  bagi  
Ekosistem  Pesisir  dan  Laut

Kegiatan PLTU Batu bara membutuhkan air dalam kuantitas yang cukup besar untuk 
proses pendinginan pembangkit sehingga biasanya kegiatan PLTU Batu bara berada di 
wilayah pesisir. Air dibutuhkan sejak dari pengangkutan batu bara, penyimpanan batu 
bara, dan untuk mendinginkan dan mengembunkan uap. Air yang dibutuhkan untuk 
proses pendinginan bergantung dari teknologi yang dibutuhkan, tetapi rata-rata satu 
PLTU Batu bara memasok air laut sebanyak 13.515 gallon dan menggunakan 482 gallon 
air per MWh untuk proses pendinginan dan pengembunan uap.9 

Jumlah ini dapat bertambah dua kali lipat apabila seluruh PLTU yang direncanakan di 
dunia beroperasi.11 

Dengan berada di wilayah pesisir, dampak yang ditimbulkan PLTU Batu bara terhadap 
ekosistem pesisir dan laut pun juga cukup signifikan. Penulis membagi dampak negatif 
yang ditimbulkan oleh PLTU Batu bara terhadap ekosistem pesisir dan laut ke dalam tiga 
bagian yakni potensi dampak sebelum proses pembakaran batu bara, potensi dampak 
selama proses pengoperasian boiler, dan potensi dampak setelah proses pembakaran 
batu bara.

Potensi Dampak Sebelum Proses 
Pembakaran Batu Bara
a.	 Debu batu bara dari kegiatan penyimpanan, pengangkutan 

dan bongkar muat batu bara. 

Batu bara dapat diangkut menggunakan truk, kereta, tongkang, atau melalui pipa de
ngan air sebagai media transportasi (slurry pipeline).8 Sebelum diangkut, batu bara akan 
disemprot dengan air terlebih dahulu untuk mengurangi debu-debu yang akan berter-
bangan terkena angin. Batu bara selanjutnya diangkut ke tempat penyimpanan batu 
bara. Apabila kegiatan pengangkutan, bongkar muat  dan penyimpanan batu bara da-
lam keadaan terbuka, tidak menutup kemungkinan debu batu bara tertiup angin dan 
jatuh ke laut atau batu bara tumpah ke laut saat proses bongkar muat.13

Greenpeace (2013) mengestimasi ada 8.359 PLTU Batu bara di dunia tahun 
2013 dan setiap tahunnya total air yang digunakan seluruh PLTU Batu bara 
tersebut dapat memenuhi kebutuhan air 1 milyar orang.10
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b.	 Air limpasan dan air lindi dari penyimpanan batu bara 
(coal stockpile)

Apabila tempat penyimpanan batu bara dalam keadaan terbuka, batu bara yang terke-
na air hujan akan menghasilkan air limpasan dan air lindi. Air limpasan adalah air hujan 
yang mengalir di permukaan tumpukan batu bara dan membawa serbuk batu bara 
yang menempel pada badan batu bara.17 Air lindi adalah air yang mengandung organik 
dan anorganik elemen hasil pencucian batu bara dan kemudian masuk ke tanah atau 
badan air lainnya.18 Air limpasan dan air lindi akan dialirkan ke kolam pengendapan 
(settling pond) untuk mengendapkan partikel-partikel padat dalam batu bara dan men-
gurangi kandungan logam berat dalam air lindi dan air limpasan.19 

Potensi Dampak Selama Proses 
Pengoperasian Boiler
a.	 Kematian organisme akuatik akibat pemasokan air laut 

melalui cooling water intake structure 

Ada dua dampak yang dapat ditimbulkan dari pemasokan air laut melalui cooling wa-
ter intake structure. Ketika air laut dalam jumlah besar diambil untuk proses pendi
nginan kondenser, organisme akuatik seperti plankton, benthos, ikan, dan larva dapat 
ikut tertarik masuk dan terjebak di dalam cooling water intake structure.22 Perubahan 
suhu dan perubahan tekanan secara tiba-tiba akan mengakibatkan kematian bagi orga
nisme akuatik tersebut.23 Apabila dalam cooling water intake structure dipasang saringan 
(screen), organisme akuatik dapat tertahan di saringan24 dan mati. 

Partikel-partikel batu bara yang ada di laut dapat meningkatkan keke
ruhan air laut sehingga menghambat proses fotosintesis dari produsen 
primer yang kemudian akan mengganggu keseluruhan rantai makanan.14 
Partikel batu bara juga dapat menyumbat organ pencernaan dan perna-
pasan hewan-hewan laut sehingga mengurangi efisiensi kinerja organ 
dan merusak organ-organ tersebut.15 Partikel batu bara yang jatuh sam-
pai ke dasar laut akan mencekik pernafasan hewan-hewan dan tanaman-
tanaman yang ada di dasar laut.16

Dampak negatif terbesar yang dapat ditimbulkan dari air lindi dan air 
limpasan adalah kandungan logam berat yang dikandungnya, misalkan 
seng, timbal, aluminium, arsen, dan tembaga.20 Logam berat ini bersi-
fat beracun bagi tanaman, ikan, margasatwa, dan serangga akuatik ser-
ta menurunkan kualitas badan air penerima sehingga tidak layak untuk 
menjadi sumber air minum dan sumber rekreasi.21

Kematian biota-biota laut akan menganggu keseimbangan rantai makanan. 
Misalkan, penurunan populasi telur dan larva akibat mati terseret ma-
suk ke dalam cooling water intake structure akan mengakibatkan berku
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rangnya sumber makanan bagi burung dan ikan sehingga kompetisi untuk 
mendapatkan makanan akan meningkat. Apabila area tempat penurunan 
populasi telur dan larva merupakan area migrasi untuk spesies-spesies 
tertentu, penurunan populasi telur dan larva dapat mengganggu keseim-
bangan rantai makanan skala lokal dan regional. Lebih jauh lagi, hal ini 
dapat berdampak pada perekonomian dan pariwisata area yang bersang-
kutan.

b.	 Limbah air panas/limbah bahang hasil proses pendinginan 
pembangkit yang dibuang ke laut

Pada saat PLTU Batu bara beroperasi, suhu pada kondensor naik dengan cepat seh-
ingga mengakibatkan kondensor menjadi panas. Air laut yang dipasok dengan cooling 
water intake structure akan digunakan untuk mendinginkan kondenser sehingga kon-
denser dapat kembali beroperasi. 

Kebiasaan hidup, tingkat pertumbuhan, dan tingkat reproduksi bentos, alga, karang, 
dan organisme-organisme lainnya dapat terpengaruh sehingga berujung pada kema-
tian.26 Peningkatan suhu air laut sampai melebihi 31oC akan mengakibatkan pemutihan 
karang (coral bleaching)27 serta merubah pola migrasi dan reproduksi biota laut.28 Pe
ningkatan suhu air laut sebesar 1,5oC-2,5oC juga akan mempengaruhi populasi kelom-
pok cetacean.29

c.	 Air limbah yang dihasilkan dari kegiatan PLTU Batu bara

Air limbah yang dimaksud di sini adalah air limbah selain limbah bahang, air lindi, dan 
air limpasan, yaitu air limbah yang bersumber dari proses pencucian (dengan atau tan-
pa kimia) dari semua peralatan logam, blowdown cooling tower, blowdown boiler, labora-
torium, regenerasi resin water treatment plant, air limbah dari kegiatan fasilitas desali-
nasi, dan air limbah yang mengandung minyak yang berasal dari drainase lantai kerja, 
kebocoran (seepage), kebocoran air limbah dari pencucian peralatan.30 Apabila tidak 
dikelola dengan baik, polutan dan mikroorganisme yang terkandung dalam air limbah 
tersebut akan berpindah ke laut ketika air limbah dibuang.31 Misalkan air limbah dari 
hasil pencucian peralatan logam akan mengandung logam berat yang berasal dari ba-
han konstruksi peralatan yang dicuci, biasanya berupa besi, nikel, seng, dan tembaga.32 

Besarnya derajat negatif yang timbul dari air limbah tersebut bervariasi bergantung 
kesehatan komunitas sekitar, karakteristik limbah, dan tindakan pengelolaan limbah 
yang dilakukan.33

Air laut yang telah menjadi panas disebut sebagai limbah bahang/limbah 
air panas dan akan dibuang ke laut. Pembuangan limbah bahang den-
gan suhu yang lebih tinggi dengan suhu air laut akan mengakibatkan 
peningkatan suhu air laut, menurunkan kadar oksigen dalam laut, dan 
menurunkan kualitas ekosistem laut.25
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Potensi Dampak Setelah Proses 
Pembakaran Batu bara
a.	 Air lindi dari tempat penyimpanan abu batu bara

Batu bara yang telah dibakar akan menghasilkan limbah padat hasil pembakaran batu 
bara (coal combustion residue) yang terdiri dari fly ash, bottom ash, boiler slag, dan limbah 
padat dari Flue Gas Desulfurization (“FGD”).34 Proporsi terbesar dari limbah padat hasil 
pembakaran batu bara adalah fly ash dan bottom ash35 yang biasanya disebut sebagai 
abu batu bara dengan komposisi keduanya yaitu 75%-80% fly ash dan 20%-25% bottom 
ash.36 Ada dua metode untuk menangani abu batu bara, yaitu penanganan basah dan 
penanganan kering. Pada penanganan basah, abu batu bara akan dialirkan menggu-
nakan air ke kolam pengendapan (settling pond). Abu batu bara akan mengendap di 
dasar kolam dan air yang ada di kolam akan dibuang ke laut atau dipompa kembali ke 
pembangkit untuk digunakan kembali. Pada penanganan kering, abu batu bara akan 
langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir (landfill) tanpa menggunakan media 
air. Air lindi akan dihasilkan baik pada kolam pengendapan ataupun tempat pembua
ngan akhir. Biasanya, pada kolam pengendapan dan tempat pembuangan akhir akan 
dipasang lapisan pengendap (liner) di bawahnya untuk mencegah air lindi meresap ke 
air tanah dan menjamin air lindi diolah dengan baik sebelum dibuang ke laut.

Air lindi yang dihasilkan dari kolam pengendapan dan tempat pembuangan akhir men-
gandung logam berat yang berbahaya bagi ekosistem laut karena logam berat ini ber-
sifat bioakumulasi, artinya logam berat tidak akan terdegradasi dan konsentrasinya 
akan semakin meningkat seiring dengan semakin tingginya posisi logam berat di rantai 
makanan.37 Karakteristik dan kandungan logam berat dalam setiap abu batu bara ber-
variasi bergantung dari tipe batu bara, kondisi pembakaran batu bara, teknologi yang 
digunakan untuk mengontrol emisi, dan metode penanganan abu batu bara.38 

b.	 Emisi hasil PLTU Batu bara sebagai kontributor hujan asam

Batu bara yang dibakar memancarkan sejumlah polutan seperti NOx dan SO3 yang me
rupakan kontributor utama dalam hujan asam.40 Asam dalam air hujan menambah ke-
mampuan air itu untuk melarutkan dan membawa lebih banyak logam-logam berat 
keluar dari tanah sampai akhirnya mencapai laut, misalkan arsenik, nikel, krom, timbal, 
dan merkuri.41 Hujan asam juga mengakibatkan asidifikasi laut yang akan menurunkan 
kualitas laut dan mengganggu proses metabolisme hewan-hewan di laut.42 

Beberapa logam berat paling berbahaya yang umumnya terdapat dalam 
air lindi adalah arsen, merkuri, selenium, timbal, kadmium, boron, bro-
mida, nitrogen, dan fosfor.39
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III.	 Analisis  Peraturan  
Perundang-Undangan  dalam  
Mencegah  Potensi  Dampak  dari    
Kegiatan  PLTU  Batu bara  bagi  
Ekosistem  Pesisir  dan  Laut

Mengacu kepada 6 jenis potensi dampak negatif kegiatan PLTU Batu bara yang tel-
ah diuraikan sebelumnya, Penulis melakukan analisis apakah peraturan perundang-
undangan Indonesia sudah cukup kuat untuk mencegah timbulnya dampak-dampak 
negatif tersebut. Ada empat dasar hukum yang diacu dalam melakukan analisa peratur-
an perundang-undangan yaitu UU No. 32 Tahun 2009, PermenLHK No. 8 Tahun 2009, 
KepmenLH No. 51 Tahun 2004, dan PermenLHK No. 63 Tahun 2016. Masing-masing 
peraturan memiliki objek peraturan yang berbeda-beda tetapi seluruhnya bertujuan 
untuk melindungi lingkungan hidup. KepmenLH No. 51 Tahun 2004 menetapkan baku 
mutu air laut, PermenLH No. 8 Tahun 2009 menetapkan baku mutu air limbah untuk 
kegiatan pembangkit listrik tenaga termal, termasuk PLTU Batu bara dan PermenLH No. 
63 Tahun 2016 menetapkan baku mutu air lindi yang dihasilkan dari penimbunan lim-
bah bahan berbahaya dan beracun di fasilitas penimbusan akhir.  Berdasarkan analisis, 
Penulis menarik kesimpulan bahwa 

PermenLH No. 8 Tahun 2009 merupakan peraturan yang menetapkan baku mutu air 
limbah untuk pembangkit listrik tenaga termal, termasuk pula di dalamnya PLTU Batu 
bara. Baku mutu ditetapkan berdasarkan sumber kegiatan-kegiatan PLTU Batu bara 
yang menghasilkan air limbah.43 Setiap jenis kegiatan memiliki parameternya sendiri 
dimana setiap parameter ditetapkan kadar maksimum yang tidak boleh dilampaui. Ter-
dapat empat alasan mengapa PermenLH No. 8 Tahun 2009 tidak cukup kuat menjadi 
acuan baku mutu air limbah yang dibuang ke laut oleh PLTU Batu bara. 

1.	 PermenLH No. 8 tahun 2009 merupakan 
turunan dari PP No. 82 Tahun 2001

Pada bagian menimbang PermenLH No. 8 Tahun 2009, dinyatakan bahwa PermenLH 
No. 8 Tahun 2009 dibentuk sebagai bentuk pelaksanaan dari pasal 21 ayat (1) Peratur-
an Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengenda-
lian Pencemaran Air (“PP No. 82 Tahun 2001”).44 Artinya adalah PermenLH No. 8 Tahun 

PermenLH No. 8 Tahun 2009 tidak cukup kuat untuk menjadi acuan baku 
mutu air limbah untuk kegiatan pembuangan air limbah PLTU Batu bara 
ke laut.
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2009 merupakan turunan dari PP No. 82 Tahun 2001. Sedangkan PP No. 82 Tahun 2001 
mengatur mengenai semua air yang terdapat di atas dan bawah permukaan kecuali air 
laut.45 Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengaturan PP ini diperuntukkan untuk sumber air 
yaitu wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam 
pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ dan muara. Oleh sebab itu, 
peraturan menteri ini diperuntukkan untuk kegiatan pembangkit listrik tenaga termal 
yang membuang air limbah ke semua badan air yang terdapat di atas dan bawah per-
mukaan kecuali air laut. 

2.	 	Baku Mutu untuk Suhu Limbah Bahang dalam 
PermenLH No. 8 Tahun 2009 Tidak Mendukung 
Terpenuhinya Baku Mutu Suhu Air Laut dalam 
KepmenLH No. 51 Tahun 2004

Baik PermenLH No. 8 Tahun 2009 dan KepmenLH No. 51 Tahun 2004 bertujuan sebagai 
sarana pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.46 PermenLH No. 8 
Tahun 2009 melakukan pengendalian terhadap kegiatan yang berpotensi menimbul-
kan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, dalam hal ini yaitu pembangkit lis-
trik tenaga termal, dengan cara menetapkan baku mutu air limbah. KepmenLH No. 51 
Tahun 2004 melakukan pengendalian khusus untuk pencemaran dan/atau perusakan 
lingkungan laut dengan cara menetapkan baku mutu air laut. Air limbah setelah diolah 
oleh PLTU Batu bara akan dibuang ke laut. Air limbah yang telah selesai diolah harus 
menaati baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam PermenLH No. 8 Tahun 2009. 
Ketika air limbah tersebut dibuang ke laut, air limbah seharusnya tidak mengakibat-
kan terlampauinya baku mutu air laut yang ditetapkan dalam KepmenLH No. 51 Tahun 
2004. 

Dalam menetapkan baku mutu air laut, KepmenLH No. 51 Tahun 2004 terkait suhu air 
laut menetapkan baku mutu suhu dengan standard baku mutu adalah alami. Maksud 
alami di sini adalah kondisi normal suatu lingkungan dan dapat bervariasi setiap saat, 
misalkan pada siang hari, malam hari, dan musim yang berbeda.47 Standard alami ini 
disertai dengan keterangan bahwa diperbolehkan terjadi perubahan suhu sampai de
ngan <2oC dari suhu alami.  Standar perbedaan <2oC dari suhu alami yang diatur da-
lam KepmenLH No. 51 Tahun 2004 ini harus dipatuhi karena KepmenLH No. 51 Tahun 
2004 merupakan satu-satunya peraturan yang menetapkan baku mutu untuk air laut 
dan perbedaan suhu air laut lebih dari 2oC akan mengganggu organisme laut. Kenaikan 
suhu sebesar 3oC-5oC akan mengakibatkan kematian bagi organisme laut dan kenaikan 
suhu sebesar 2oC-3oC akan mengakibatkan dampak kronis49, misalkan mengangu pola 
distribusi beberapa jenis organisme laut, menghambat metabolisme, dan menghambat 
fotosintesis.50

Rata-rata suhu air laut di Indonesia adalah 29,5oC.51 
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Akibatnya, baku mutu yang terlalu longgar ini mengakibatkan sulit mendukung terwu-
judnya baku mutu air laut yang telah ditetapkan dalam KepmenLH No. 51 Tahun 2004.53 
Di samping itu, tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah maksimal suhu 40oC ini untuk 
limbah bahang ketika pertama kali keluar dari kondenser atau saat dibuang ke badan 
air (titik outfall). 

Akibatnya, limbah bahang ketika pertama kali dibuang ke badan air tidak akan dapat 
memenuhi parameter suhu baku mutu air laut dalam KepmenLH No. 51 Tahun 2004. 
Parameter suhu baku mutu air laut baru akan tercapai di luar daerah mixing zone.54 Wa-
laupun baku mutu air laut akan terpenuhi di luar daerah mixing zone, ada potensi terja
dinya peningkatan suhu air laut secara permanen akibat tingginya suhu air limbah yang 
dibuang ke laut dalam daerah mixing zone. Sudah ada penelitian-penelitian yang dilaku-
kan untuk membuktikan bahwa pembuangan limbah bahang dengan suhu yang lebih 
tinggi dari suhu air laut mengakibatkan peningkatan suhu air laut secara permanen. 
Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa suhu permukaan laut 
yang terpengaruhi limbah bahang dari PLTU Tanjung Jati B Jepara menyebar dengan ja-
rak 4.709 meter dan suhu maksimal mencapai 34,5oC.55 Penelitian yang dilakukan pada 
tahun 2014 terhadap PLTU Jeneponto juga membuktikan bahwa sejak PLTU Jeneponto 
beroperasi tahun 2005 suhu air laut yang awalnya berkisar antara 28oC-29oC meningkat 
menjadi 29,7oC-33,4oC akibat pembuangan limbah bahang.56 Selain peningkatan suhu 
air laut, pembuangan limbah bahang PLTU Jeneponto juga mengakibatkan perairan di 
sekitar wilayah pengoperasian PLTU masuk dalam kategori pencemaran sedang/cukup 
berat sampai kategori pencemaran berat, yang ditunjukkan dengan menurunnya jum-
lah spesies dan keanekaragaman plankton.57

Berdasarkan hasil pengolahan data Laporan Pembuangan Air Limbah, beberapa PLTU 
Batu bara juga sudah melampaui parameter suhu untuk baku mutu air laut. Apabila 
hal ini terus dibiarkan, ikan-ikan akan terhambat pertumbuhan dan reproduksinya se-

Mixing zone dalah daerah atau volume air tertentu dimana pembuangan 
limbah pertama kali dilakukan dan standard baku mutu air laut tertentu 
diperbolehkan untuk dilampaui. Di beberapa negara, seperti Amerika 
Serikat, Australia, dan Kanada, Mixing zone hanya diperbolehkan bagi 
PLTU Batu bara yang dapat membuktikan bahwa teknologinya memang 
tidak mampu untuk menghasilkan air limbah yang mampu memenuhi 
baku mutu air laut ketika pertama kali dibuang ke laut. PLTU Batu bara 
tersebut juga harus membuktikan bahwa keberadaan Mixing zone tidak 
akan menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem. Baku mutu air laut 
akan terpenuhi di luar daerah Mixing zone.

Peningkatan temperatur yang diperbolehkan dalam KepmenLH No. 51 Ta-
hun 2004 hanya mencapai 31,5oC. Sementara PermenLH No. 8 Tahun 2009 
memperbolehkan temperatur air bahang mencapai 40oC sebelum dibuang 
ke badan air penerima air limbah.52 



Kertas KEBIJAKAN11

hingga akhirnya mati. Kematian ikan dan hilangnya sumber daya ikan akan merugikan 
nelayan yang bergantung pada ikan sebagai sumber pendapatan mereka. Beberapa 
gugatan tata usaha negara telah dilayangkan terhadap izin lingkungan PLTU Batu bara 
di Indramayu, Cirebon, dan Celukan Bawang dimana salah satu dalil yang dibawa para 
penggugat adalah hilangnya wilayah tangkap nelayan dan  penurunan hasil tangkap 
nelayan sekitar lokasi PLTU Batu bara akibat pembuangan limbah bahang.58

3.	 Ada Parameter-Parameter yang Belum Diatur 
Dalam Baku Mutu Air Limbah di PermenLH No. 
8 Tahun 2009

a.	 Sumber Kegiatan Coal Stockpile

Salah satu sumber kegiatan yang diatur dalam lampiran PermenLH No. 8 Tahun 2009 
adalah sumber coal stockpile. Menurut PermenLH No. 8 Tahun 2009, sumber coal stock-
pile adalah timbunan batu bara yang menghasilkan air limbah berupa air limpasan.59 
Tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah air limpasan yang dimaksud di sini terdiri dari 
air yang mengalir di permukaan tumpukan batu bara (air limpasan) dan air yang mer-
embes masuk ke dalam tanah (air lindi). Apabila air limpasan yang dimaksud dalam 
PermenLH No. 8 Tahun 2009 belum termasuk air lindi, maka ini akan menjadi kelema-
han tambahan dari sumber kegiatan coal stockpile, yakni belum ada baku mutu untuk 
air lindi. Parameter-parameter yang ditetapkan untuk baku mutu sumber kegiatan coal 
stockpile adalah pH, TSS, Besi (Fe), dan Mangan (Mn).60 

Baku mutu kegiatan coal stockpile yang ditetapkan dalam PermenLH No. 8 Tahun 2009 
ini sangatlah lemah karena hanya menetapkan parameter besi dan mangan dari sekian 
banyak jenis logam yang mungkin terdapat dalam satu buah batu bara. Kandungan 
yang terdapat dalam air lindi dan air limpasan akan bersifat site-spesific bergantung dari 
tiga faktor yaitu tipe batu bara dan tempat penyimpanannya, air hujan serta pergerakan 
air lindi.61 Misalkan, semakin sering hujan, semakin banyak polutan yang terkandung 
dalam air lindi dan air limpasan.62 Batu bara dengan konten sulfur yang tinggi dan pH 
yang rendah juga merupakan indikator untuk meningkatkan konsentrasi logam berat 
dalam air lindi.63 Sedangkan, sebuah batu bara mengandung hampir seluruh elemen 
kimia dalam tabel periodik dan kisaran jumlah konsentrasi setiap elemen kimia terse-
but sangat luas.64 Xu et. Al. (2004) telah melakukan inventarisasi kandungan logam berat 
yang umumnya ditemukan di setiap batu bara dengan konsentrasi minimal dan maksi-
mal yang bisa ditemukan di sebuah batu bara (Tabel 1).

Menurun Arens dan Morrisey (2005), kandungan dalam batu bara yang berpotensi ter-
dapat dalam air lindi adalah pH, COD, total padatan terlarut (total dissolved solid atau 
“TDS”), makronutrien berupa nitrat dan fosfor, logam berat (misalkan besi, seng, kad-
mium, merkuri, timbal, arsen, selenium, dan lain-lain), hidrokarbon, dan berbagai iso-
top radioaktif misalkan uranium dan throrium.66 Penelitian yang dilakukan oleh Warsan 
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Tabel 1:	Konsentrasi Kandungan Logam Berat 
Pada Sebagian Besar Batu Bara65

Konsentrasi Logam Berat (mg/kg)

Logam Berat Minimal Maksimal

Cr 0.5 60

Co 0.5 30

Cu 5 50

Pb 0.5 80

Mn 5 300

Ni 0.2 50

Zn 0.2 300

Hg 0.5 1

Ag 0.5 2

As 0.5 80

(2008) menunjukkan bahwa kandungan logam berat dari batu bara terdiri dari tem-
baga, seng, merkuri, arsen, kadmium dan timbal.67  Kurniawan (2015) juga melaku-
kan pengukuran kandungan logam berat pada 9 PLTU Batu bara di Indonesia yang 
menunjukkan bahwa kandungan logam berat paling dominan dalam batu bara yang 
digunakan 9 PLTU Batu bara tersebut adalah boron.68 Jenis-jenis logam berat lain yang 
terdapat dalam batu bara adalah barium, kromium, kobalt, nikel, tembaga, seng, kad-
mium, dan timbal.69 Dale (2006) membandingkan kandungan logam berat pada batu 
bara di Australia dan batu bara di Indonesia dimana dinyatakan bahwa logam berat 
dengan konsentrasi tinggi yang terdapat dalam batu bara di Indonesia adalah arsen 
mencapai 5 mg/kg, boron mencapai 100-150 mg/kg, dan selenium mencapai 5 mg/kg, 
dan merkuri sekitar >0,1 mg/kg.70 Melihat sangat bervariasinya jenis logam berat yang 
dapat terkandung dalam setiap jenis batu bara, parameter-parameter logam berat yang 
seharusnya ditetapkan sebagai baku mutu air limbah untuk sumber kegiatan coal stock-
pile setidaknya mencakup pula seluruh jenis logam berat yang telah terbukti ditemukan 
pada penelitian di atas, yakni kromium, kobalt, tembaga, timbal, nikel, seng, merkuri, 
perak, arsen, kadmium, boron, selenium dan barium.

b.	 Sumber Kegiatan Flue Gas Desulfurization Sistem Sea Water 
Wet Scrubber

Flue Gas Desulfurization (FGD) adalah proses untuk menyerap sulfur dioksida (SO2) dari 
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emisi gas buang.71 FGD dapat dilakukan dengan dua cara yaitu wet scrubbing dan dry 
scrubbing. Kedua cara ini menggunakan air dalam prosesnya tetapi wet scrubbing meng-
hasilkan air limbah sedangkan dry scrubbing biasanya tidak menghasilkan air limbah 
karena sebagian besar air sudah menguap.72 Wet scrubbing dapat menyerap SO2 menca-
pai 90%-99% sedangkan dry scrubbing hanya dapat menyerap SO2 sebesar 80%-90%.73 

PermenLH No. 8 Tahun 2009 menetapkan baku mutu untuk sumber kegiatan FGD 
sistem Sea Water Wet Scrubber dengan parameter yang ditetapkan adalah pH dan SO4

(2-). 
Akan tetapi, air limbah dari FGD sistem Sea Water Wet Scrubber tidak hanya mengand-
ung sulfur yang diserapnya, tetapi juga kandungan logam berat yang berasal dari batu 
bara dan ikut terserap bersama dengan sulfur, misalkan selenium, arsen, dan merkuri.74 
Contohnya, di Amerika Serikat baku mutu untuk air limbah dari FGD terdiri dari param-
eter arsen, selenium, merkuri, nitrat, dan TDS.75 Untuk lebih jelas, berikut adalah karak-
teristik-karakteristik air limbah dari FGD sistem Sea Water Wet Scrubber:76 

a.	 Konsentrasi total dissolved solids (TDS) dan total suspended solids (TSS) yang 
tinggi

b.	 Mengandung logam berat yang bervariasi bergantung dari jenis batu bara
c.	 Kandungan logam berat dibagi menjadi dua bentuk yaitu partikel padat dan 

terlarut. Yang perlu ditetapkan sebagai parameter adalah kandungan logam 
berat yang terlarut karena logam berat akan terlarut bersama air limbah dan 
ikut dibuang ke laut. Selenium dan boron adalah logam berat yang biasanya 
larut. Merkuri biasanya dalam bentuk partikel padat, tetapi merkuri yang ter-
larut walaupun konsentrasinya kecil juga mendapatkan perhatian cukup besar.

4.	 Tidak ada Penetapan Baku Mutu Air Lindi 
untuk Sumber Kegiatan “Tempat Penyimpanan 
dan Penimbunan Abu Batu Bara” dalam 
PermenLH No. 8 Tahun 2009	

Abu batu bara merupakan limbah padat yang diatur dalam peraturan terpisah yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (“PP No. 101 Tahun 2014”). PP No. 101 Tahun 2014 mengatur 
mengenai 2 jenis dari abu batu bara yaitu fly ash dan bottom ash (“FABA”). FABA dikate-
gorikan sebagai limbah B3 dari sumber spesifik khusus yaitu proses pembakaran batu 
bara pada fasilitas pembangkit listrik tenaga uap PLTU, boiler dan/atau tungku indus-
tri.77 Tahap-tahap pengelolaan FABA terdiri dari pengurangan, penyimpanan, pengum-
pulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan.78 Pada dasarnya, 
FABA yang telah dihasilkan akan disimpan di fasilitas penyimpanan.79 Setelah melewati 
jangka waktu 365 hari,  FABA wajib dimanfaatkan, diolah, atau ditimbun baik oleh peru-
sahaan PLTU Batu bara itu sendiri atau diserahkan ke pihak ketiga.80 

Ketika abu batu bara mengalami kontak dengan air, akan dihasilkan air lindi yang me
ngandung logam berat. Jenis dan konsentrasi logam berat yang terkandung dalam air 
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lindi bergantung dari jenis dan pH air yang mengalami kontak dengan batu bara.81 Level 
pH yang tinggi akan meningkatkan pengendapan logam yang tidak terlarut dan level 
pH yang rendah akan meningkatkan kelarutan ion logam.82 Dengan kata lain, tingkat 
keasaman yang tinggi mengakibatkan semakin banyak logam berat yang terlarut da-
lam air lindi.83 Penelitian-penelitian terkait kandungan logam berat yang terdapat dalam 
abu batu bara juga sudah banyak dilakukan. The Environmental Integrity Project menya-
takan bahwa beberapa logam berat paling berbahaya yang umumnya terkandung di 
air lindi adalah arsen, merkuri, selenium, timbal, kadmium, boron, bromida, nitrogen, 
dan fosfor.  Menurut Susan (2015) kandungan logam berat dalam abu batu bara yang 
dihasilkan coal fired circulating fluidized bed adalah arsen, timbal, kadmium, dan kromi-
um.  Santoso, et.al. (2016) melakukan pengambilan sampel fly ash yang dihasilkan PLTU-
PLTU Batu bara di Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa (1) konstituen utama dalam 
fly ash adalah natrium, magnesium, aluminium, kalium, kalsium, titanium, dan besi, (2) 
konstituen minor dan yang berupa jejak logam saja adalah skandium, vanadium, kromi-
um, mangan, kobalt, seng, arsen, antimon, barium, lanthanum, serium, gallium, brom, 
samarium, torium, dan uranium, serta (3) tembaga dan selenium dengan konsentrasi 
yang tidak bisa dideteksi.86 Tanpa adanya dasar hukum yang menjadi acuan untuk me-
netapkan baku mutu bagi logam berat-logam berat tersebut, logam berat-logam berat 
tersebut dapat masuk ke laut dalam jumlah yang tidak terkontrol dan mencemari laut. 

Di luar PermenLH No. 8 Tahun 2009, ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2016 tentang Per-
syaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasili-
tas Penimbusan Akhir (“PermenLHK No. 63 Tahun 2016”) yang menetapkan baku mutu 
untuk air lindi dari limbah B3. PermenLHK ini juga sudah banyak dijadikan acuan oleh 
PLTU-PLTU Batu bara di Indonesia dalam menetapkan baku mutu untuk air lindi dari 
abu batu bara. Akan tetapi, baku mutu tersebut terbatas hanya untuk air lindi yang 
dihasilkan dari kegiatan penimbunan limbah B3 berupa lahan timbus (lampiran 1) se-
dangkan kegiatan penyimpanan dan penimbunan abu batu bara yang menghasilkan air 
lindi tidak hanya berasal dari lahan timbus saja. Berdasarkan pasal 15 ayat (1) PP No. 
101 Tahun 2014, fasilitas penyimpanan limbah B3 dapat berupa bangunan, tangki dan/
atau kontainer, silo, tempat tumpukan limbah (waste pile), waste impoundment, dan/atau 
bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semen-
tara, berdasarkan pasal 146 ayat (2) PP No. 101 Tahun 2014, fasilitas penimbunan lim-
bah B3 dapat berupa penimbusan akhir, sumur injeksi, penempatan kembali di area 
bekas tambang, dam tailing, dan/atau fasilitas penimbunan limbah B3 sesuai perkem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dari 15 Laporan Pembuangan Air Limbah PLTU Batu bara, ada 3 PLTU Batu bara yang 
mencantumkan baku mutu air lindi yang berasal dari abu batu bara pada laporannya 
(Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun baku mutu air lindi dari abu batu bara 
tidak diatur dalam PermenLH No. 8 Tahun 2009, sudah ada inisiatif dari pihak peme
rintah dan perusahaan PLTU Batu bara untuk menetapkan baku mutu air lindi ini dalam 
izin pembuangan air limbah karena besarnya bahaya air lindi ini bagi laut. Sayangnya, 
temuan ini tidak dapat diverifikasi dengan izin pembuangan air limbah masing-masing 
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PLTU tersebut karena keterbatasan data dan informasi. Jika dalam izin pembuangan air 
limbah telah mencantumkan baku mutu air lindi dari abu batu bara, maka seharusnya 
dalam laporan juga mencantumkan baku mutu air lindi tersebut.

Tabel 2: 	Baku Mutu Konsentrasi untuk Air Lindi dari Tempat 
Penyimpanan dan Penimbunan Abu Batu Bara87

Titik Penaatan Parameter Baku Mutu 
Konsentrasi

Satuan Baku 
Mutu

PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B Jepara
Air limbah/Kolam 
sedimentasi

pH 6-9 mg/L
TSS 100 mg/L
Besi (Fe) 5 mg/L
Cr 0,5 mg/L
Fenol 0,5 mg/L
Minyak dan Lemak 10 mg/L
Fluorida (F) 3 mg/L

PT Sumber Segara Primadaya (PLTU Cilacap)
Outlet WWTP (Air coal 
stockpile, blowdown 
boiler, neutralizing pond, 
sanitary)

pH 6-9 -
TSS ≤ 100 mg/L
Minyak dan Lemak ≤ 10 mg/L
Cl2 ≤ 0.5 mg/L
Cr ≤ 0.5 mg/L
Tembaga (Cu) ≤ 1 mg/L
Besi (Fe) ≤ 3 mg/L
Seng (Zn) ≤ 1 mg/L
Mangan (Mn) ≤ 2 mg/L
Phosphat (PO4-) ≤ 10 mg/L
COD ≤ 300 mg/L
Karbon Organik Total ≤ 110 mg/L
Salinitas Alami o/oo

PT Puncak Jaya Power
Settling pond (STP) PLTU pH 6-9 -

TSS 100 mg/L
Minyak dan Lemak 10 mg/L
Phosphat (PO4-) 10 mg/L
Krom 0,5 mg/L
Tembaga (Cu) 1 mg/L
Besi (Fe) 3 mg/L
Seng (Zn) 1 mg/L
Klorin Bebas (Cl2) 0,5 mg/L
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IV.  Rekomendasi  Penguatan  
Peraturan  Perundang-Undangan  
untuk  Mencegah  Potensi  Dampak  
Kegiatan  PLTU  Batu bara  bagi  
Ekosistem  Pesisir  dan  Laut

Sampai dengan saat ini belum ada peraturan yang mengatur mengenai baku mutu 
air limbah untuk kegiatan pembuangan air limbah dari PLTU Batu bara ke laut. Dalam 
praktiknya, PLTU-PLTU Batu bara mengacu kepada PermenLH No. 8 Tahun 2009 dalam 
menetapkan baku mutu untuk air limbah yang dibuang ke laut. Akan tetapi, sebagai 
turunan dari PP No. 82 Tahun 2001, PermenLH No. 8 Tahun 2009 mengatur baku mutu 
untuk air limbah yang dibuang ke badan air kecuali laut88 sehingga kurang tepat untuk 
dijadikan acuan dalam menetapkan baku mutu untuk air limbah PLTU Batu bara yang 
dibuang ke laut

Untuk dapat secara maksimal mencegah potensi dampak negatif dari kegiatan 
PLTU Batu bara terhadap ekosistem pesisir dan laut, perlu dibentuk peraturan 
yang khusus mengatur mengenai kegiatan pembuangan air limbah dari PLTU 
Batu bara ke laut.  Peraturan ini dapat berbentuk peraturan menteri lingkungan hidup 
dan bertujuan untuk menetapkan baku mutu air limbah untuk kegiatan pembuangan 
air limbah dari PLTU Batu bara ke laut. Dari segi hukum, Pasal 20 ayat (5) jo. Pasal 20 
ayat (2) huruf b UU No. 32 Tahun 2009 telah mewajibkan untuk dibentuknya pera-
turan menteri yang mengatur baku mutu air limbah. Oleh karena itu, berdasarkan 
UU No. 32 Tahun 2009, dapat dibuat peraturan menteri tersendiri secara komprehensif 
terkait baku mutu air limbah dari PTLU Batu bara yang dibuang ke laut tanpa harus me
ndasarkan pada PP No. 82 Tahun 2001. Peraturan menteri ini berfungsi sebagai instru-
men pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu lingkungan 
laut. Sudah ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Baku Mutu Air Limbah yang merupakan pelaksanaan dari pasal 20 ayat (5) UU No. 32 
Tahun 2009 dimana di dalamnya menetapkan baku mutu air limbah secara spesifik 
untuk 46 jenis industri. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan untuk ditetap-
kan pula baku mutu air limbah secara spesifik untuk air limbah PLTU Batu bara yang 
dibuang ke laut. Di samping itu, peraturan yang khusus mengatur mengenai kegiatan 
pembuangan air limbah dari PLTU Batu bara ke laut juga dibutuhkan mengingat fakta 
bahwa sebagian besar pembangkit di Indonesia adalah PLTU Batu bara dan sebagian 
besar PLTU Batu bara tersebut berada di wilayah pesisir sebagaimana telah dibahas 
sebelumnya dalam bagian latar belakang (Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3). Bela-
jar dari kekurangan-kekurangan PermenLH No. 8 Tahun 2009, ada tiga hal pokok yang 
perlu diperhatikan dalam menetapkan baku mutu untuk air limbah dari PLTU Batu bara 
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yang dibuang ke laut. Di luar tiga hal pokok tersebut, peraturan yang baru dapat men-
gacu kepada PermenLH No. 8 Tahun 2009 dalam menetapkan baku mutu air limbahnya 
sepanjang dilakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa baku mutu air limbah 
dalam PermenLH No. 8 Tahun 2009 dapat digunakan untuk air limbah dari PLTU Batu 
bara yang dibuang ke laut. Tiga hal pokok yang dimaksud adalah:

1.	 Menetapkan Parameter Suhu Limbah Bahang 
yang Ketat

Baku mutu untuk parameter suhu limbah bahang dalam PermenLH No. 8 Tahun 2009 
terlalu longgar dan tidak dapat mendukung terpenuhinya baku mutu air laut dalam 
KepmenLH No. 51 Tahun 2004. Akibatnya suhu air laut dapat mengalami peningkatan 
secara permanen. Peningkatan suhu air laut akan menurunkan kualitas ekosistem laut 
dan mengganggu kehidupan hewan-hewan di dalamnya. 

Karena suhu rata-rata air laut di Indonesia adalah 29,5oC maka baku mutu suhu limbah 
bahang adalah 31,5oC. Namun, apabila standard baku mutu ini dipandang terlalu sulit 
untuk dipenuhi karena persoalan kemampuan teknologi, dapat ditetapkan baku mutu 
alternatif untuk parameter suhu limbah bahang yang masih aman dan mencerminkan 
aspek kehati-hatian bagi lingkungan. Menurut Coles dalam artikelnya berjudul “Marine 
Management and The Siting of Electrical Generating Stations on Tropical Shorelines”, suhu 
limbah bahang yang masih aman untuk dibuang ke laut harus maksimal berbeda 5oC 
dari suhu alami.89 Untuk suhu limbah bahang di Indonesia, perbedaan 5oC dari suhu 
rata-rata air laut Indonesia (29,5oC) adalah 34,5oC. Dengan demikian, baku mutu alter-
natif untuk suhu limbah bahang dapat ditetapkan dengan melihat karakteristik eko-
sistem pesisir dan laut yang menjadi lokasi PLTU Batu bara dengan batas maksimal 
suhu limbah bahang adalah 34,5oC. Artinya, baku mutu alternatif untuk suhu limbah 
bahang yang ditetapkan di masing-masing izin pembuangan air limbah ditetapkan den-
gan dua syarat yaitu: (1) mempertimbangkan karakteristik ekosistem pesisir dan laut 
yang menjadi lokasi PLTU Batu bara dan (2) baku mutu alternatif tidak melebihi 34,5oC. 
Adanya pertimbangan karakteristik ekosistem pesisir dan laut dalam menetapkan baku 
mutu suhu limbah bahang sangat penting karena setiap ekosistem memiliki batas tol-
eransi yang berbeda-beda terhadap kenaikan suhu air laut. Misalkan, terumbu karang 
biasanya hidup di laut dengan suhu yang sudah mendekati batas toleransi mereka se-
hingga terumbu karang sangat sensitif terhadap kenaikan suhu.90 Mangrove memiliki 
batas toleransi kenaikan suhu yang lebih tinggi dibandingkan terumbu karang, tetapi 
organisme-organisme yang hidup dalam mangrove dapat terhambat pertumbuhannya 
dan mati akibat kenaikan suhu air laut.92 Kenaikan suhu air laut juga akan mengham-
bat proses fotosintensis padang lamun.93 Oleh karena itu, apabila terdapat ekosistem 
terumbu karang, mangrove, dan padang lamun di sekitar lokasi PLTU Batu bara, harus 

Untuk mencegah terjadinya peningkatan suhu air laut, baku mutu untuk 
air limbah yang khusus dibuang ke laut harus menetapkan parameter suhu 
limbah bahang yang sama dengan parameter suhu baku mutu air laut da-
lam KepmenLH No. 51 Tahun 2004, yaitu perbedaan 2oC dari suhu alami.
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ditetapkan baku mutu suhu limbah bahang yang ketat, dalam arti apabila tidak memu-
ngkinkan untuk menetapkan baku mutu suhu limbah bahang 31,5oC maka baku mutu 
tersebut harus sebisa mungkin mendekati suhu 31,5oC dibandingkan mendekati suhu 
34,5oC.

2.	 Menetapkan Parameter-Parameter Logam 
Berat untuk Sumber Kegiatan Coal stockpile 
dan FGD Sistem Sea Water Wet Scrubber

Ada beberapa jenis parameter logam berat yang luput ditetapkan untuk sumber kegia-
tan coal stockpile dan FGD sistem Sea Water Wet Scrubber dalam PermenLH No. 8 Tahun 
2009. Parameter-parameter tersebut perlu dimasukkan ke dalam baku mutu air limbah 
dari PLTU Batu bara yang dibuang ke laut. Dalam menentukan parameter-parameter 
yang perlu ditetapkan, dapat berpedoman pada temuan-temuan dan penelitian-peneli-
tian yang telah diuraikan dalam subbab sebelumnya. 

Selain parameter logam berat, dapat ditetapkan pula parameter pH dan TSS untuk sum-
ber kegiatan coal stockpile dan parameter TSS dan TDS untuk sumber kegiatan FGD. 

3.	 Menetapkan Baku Mutu Air Lindi untuk 
Sumber Kegiatan “Tempat Penyimpanan dan 
Penimbunan Abu Batu Bara”  

Adanya baku mutu air lindi untuk sumber kegiatan tempat penyimpanan dan penim-
bunan abu batu bara sangatlah penting untuk membatasi kadar logam berat dalam 
air lindi yang masuk ke laut. Aturan yang ada yaitu PermenLHK No. 63 Tahun 2016 
hanya menetapkan baku mutu air lindi yang dihasilkan dari lahan timbus, sedangkan 
air lindi yang dihasilkan dari kegiatan penyimpanan dan penimbunan batu bara tidak 
hanya dilakukan dalam bentuk lahan timbus. Adanya peraturan yang khusus akan me
mungkinkan untuk diatur seluruh kegiatan PLTU Batu bara yang menghasilkan air lim-
bah, termasuk air lindi. 

Parameter logam berat yang dapat ditetapkan untuk sumber kegiatan coal 
stockpile adalah besi, mangan, kromium, kobalt, tembaga, timbal, nikel, 
seng, merkuri, perak, arsen, kadmium, boron, selenium dan barium. Se-
dangkan parameter logam berat yang dapat ditetapkan pada kegiatan FGD 
adalah selenium, boron, arsen, merkuri, nitrat, besi, mangan, kromium, ko-
balt, tembaga, timbal, nikel, seng, merkuri, perak, kadmium, dan barium.

Parameter-parameter yang dapat ditetapkan untuk baku mutu air lindi ini 
adalah pH, besi, mangan, barium, tembaga, seng, kromvalensi enam, krom 
total, kadmium, merkuri, timbal, stanum, arsen, selenium, nikel, kobal, 
sianida, sulfida, flourida, klorin bebas, amoniak bebas, nitrat, nitrit, klorin 
bebas, phosphat, karbon organisk total, salinitas, BOD5, COD, senyawa aktif 
biru metilen, fenol, minyak dan lemak, AOX, PCBs, PCDFs, dan PCDDs.
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V. Kesimpulan

82% PLTU Batu bara, baik yang rencana maupun sudah beroperasi, terletak di wilayah 
pesisir. Artinya, jika tidak ada upaya pencegahan yang maksimal, besarnya jumlah ka
pasitas PLTU Batu bara ini akan menambah potensi terjadinya pencemaran dan/atau 
kerusakan bagi ekosistem pesisir dan laut. Sayangnya, peraturan perundang-undangan 
terkait air limbah dari PLTU Batu bara belum dapat mendukung upaya pencegahan 
berbagai potensi dampak kegiatan PLTU Batu bara terhadap ekosistem pesisir dan 
laut. Upaya pengendalian air limbah dari PLTU Batu bara supaya tidak mencemari dan/
atau merusak ekosistem pesisir dan laut diatur dalam PermenLH No. 8 Tahun 2009 
yang menetapkan baku mutu air limbah. Namun, PermenLH No. 8 Tahun 2009 memiliki 
kekurangan-kekurangan yang mengakibatkan peraturan menteri ini tidak cukup kuat 
untuk dijadikan acuan dalam menetapkan baku mutu air limbah dari PLTU Batu bara 
yang dibuang ke laut. Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain (1) PermenLH No. 
8 Tahun 2009 merupakan turunan dari PP No. 82 Tahun 2001 sehingga seharusnya ti-
dak berlaku untuk air limbah yang dibuang ke laut, (2) parameter suhu limbah bahang 
terlalu longgar untuk dapat mewujudkan baku mutu suhu air laut, (3) ada beberapa pa-
rameter penting yang tidak ditetapkan sebagai baku mutu, dan (4) tidak ada penetapan 
baku mutu air lindi untuk sumber kegiatan tempat penyimpanan dan penimbunan abu 
batu bara.

Berdasarkan hasil analisa tersebut, maka diperlukan adanya peraturan yang khusus 
mengatur mengenai baku mutu air limbah dari PLTU Batu bara yang dibuang ke laut. 
Pembentukan peraturan ini sesuai dengan amanat pasal 20 ayat (5) jo. pasal 20 ayat (2) 
huruf b UU No. 32 Tahun 2009 yang mewajibkan untuk dibentuknya peraturan men-
teri terkait baku mutu air limbah.  Peraturan ini juga penting karena PLTU Batu bara 
menguasai sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia dan sebagian besar dari PLTU 
Batu bara tersebut terletak di wilayah pesisir. Dengan demikian, kehadiran peraturan 
baru yang khusus mengatur terkait baku mutu air limbah dari PLTU Batu bara yang 
dibuang ke laut akan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi ekosistem 
pesisir dan laut. Dalam menetapkan baku mutu air limbah, peraturan yang baru dapat 
mengacu kepada PermenLH No. 8 Tahun 2009 sepanjang dilakukan kajian lebih lanjut 
untuk memastikan bahwa baku mutu air limbah dalam PermenLH No. 8 Tahun 2009 
dapat digunakan untuk air limbah yang dibuang ke laut. Peraturan yang baru juga perlu 
mengatur mengenai materi muatan berikut ini:

a.	 Menetapkan parameter suhu limbah bahang yang sama dengan parameter 
suhu dalam baku mutu air laut, yaitu 31,5oC. Apabila standard tersebut sulit 
dipenuhi karena ketidakmampuan teknologi, dapat ditetapkan baku mutu al-
ternatif dengan melihat karakteristik ekosistem pesisir dan laut yang menjadi 
lokasi PLTU Batu bara dan dengan maksimal suhu limbah bahang adalah 34,5oC.

b.	 Menetapkan parameter-parameter logam berat untuk sumber kegiatan coal 
stockpile dan FGD sistem Sea Water Wet Scrubber sebagaimana dalam kajian ini.  

c.	 Menetapkan baku mutu air lindi untuk sumber kegiatan “Tempat Penyimpanan 
dan Penimbunan Abu Batu bara” sebagai bagian dari baku mutu.
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daftar  lampiran

Lampiran 1:	 Baku Mutu Air Lindi Penimbusan Akhir berdasarkan Peraturan Men-
teri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.63/Menlhk/Setjen/
KUM.1/7/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Lim-
bah Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Penimbusan Akhir

Baku Mutu Air Lindi Penimbusan Akhir

No Parameter
Konsentrasi Parameter Maksimum

Nilai Satuan
Fisik

1 Suhu 39 oC

2 Zat padat terlarut 2000 mg/L

3 Zat padat tersuspensi 200 mg/L

Kimia

1 pH 6-9 mg/L

2 Besi, terlarut (Fe) 5 mg/L

3 Mangan terlarut (Mn) 2 mg/L

4 Barium (Ba) 2 mg/L

5 Tembaga (Cu) 2 mg/L

6 Seng (Zn) 5 mg/L

7 Kromvalensi enam (Cr6+) 0,1 mg/L

8 Krom total (Cr) 0,5 mg/L

9 Kadmium (Cd) 0,05 mg/L

10 Merkuri (Hg) 0,002 mg/L

11 Timbal (Pb) 0,1 mg/L

12 Stanum (Sn) 2 mg/L

13 Arsen (As) 0,1 mg/L

14 Selenium (Se) 0,05 mg/L

15 Nikel (Ni) 0,2 mg/L

16 Kobal 0,4 mg/L
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No Parameter
Konsentrasi Parameter Maksimum

Nilai Satuan
17 Sianida (CN) 0,05 mg/L

18 Sulfida (S2) 0,05 mg/L

19 Flourida (F) 2 mg/L

20 Klorin Bebas (Cl2) 1 mg/L

21 Amoniak Bebas (NH3-N) 1 mg/L

22 Nitrat (NO3-N) 20 mg/L

23 Nitrit (NO2-N) 1 mg/L

24 BOD5 50 mg/L

25 COD 10 mg/L

26 Senyawa aktif biru metilen (MBAS) 5 mg/L

27 Fenol 0,5 mg/L

28 Minyak dan Lemak 10 mg/L

29 AOX 0,5 mg/L

30 PCBs 0,005 mg/L

31 PCDFs 10 mg/L

32 PCDDs 10 mg/L

Lampiran 1 (lanjutan)
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Lampiran 2:	 PLTU-PLTU Batu bara yang Melampaui Baku Mutu Air Limbah ber-
dasarkan Laporan Pembuangan Air Limbah

Titik Penaatan Parameter yang 
Terlampaui

Waktu 
Parameter 
Terlampaui

Konsentrasi 
Titik 

Penaatan 
(mg/L)

Baku Mutu 
Konsentrasi 

(mg/L)

PLTU Tanjung Jati B Jepara
Air limbah proses 
WWTP

Fluorida Feb/2017 4.79 3

Nitrat (NO3-N) Jul/2016 24.90 20

Nitrat (NO3-N) Aug/2016 26.85 20

Nitrat (NO3-N) Oct/2016 28.80 20

PLTU Paiton Energy Unit 3
WWTP Outlet Tembaga (Cu) Oct/2016 1.13 1

Tembaga (Cu) Nov/2016 1.10 1

PLTU Pacitan
Outlet oil se​parator COD Jul/2016 410.10 300

COD Sep/2016 655.00 300
Outlet neutralizing 
pond

Tembaga (Cu) Feb/2017 12.81 1

Krom Nov/2016 0.84 0.5

Sumber: Laporan Pembuangan Air Limbah
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